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GUBERNUR RIAU
PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 5 TAIIUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN ARSIP AKTIF DAN ARSIP INAKTIF
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

:a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik,
utuh dan terpercaya sebagai bukti pelaksanaan tugas dan
fungsi instansi maka perlu dilakukan pengelolaan arsip
aktif dan arsip inaktif secara baik dan benar;

b. bahwa agar pengelolaan arsip aktif darl arsip inaktif dapat
dilakukan secara komprehensif dan terpadu perlu
implementasi norma, standar prosedur dan kriteria
kearsipan;

c. bahwa berdasarkal pertimbangal sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b pe.lu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pengelolaan Arsip Aktif dan Arsip Inaktil
di Lingkungal Pemerintah Provinsi Riau;

1. Pasal 18 ayat (6) Undarg-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

3.

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembeniukan Daerah-daerah S\^atantra Tinskat i
Sumatera Barat. Jambi dan Riau ll,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai
Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 112), Tambahan Lembaran Negara
Repu blik lndonesia Nomor l64b):

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO9 tentang Kearsipan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9
Nomor 152, Tambairan Lembaran Nesara ReDublik
lnoonesra i\omor 5() | /l:

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaral Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5587).
sebagaimana telah diubah beberapa kalj lerakhjr denqan
Undang-Undang Nomor g lahun 20l5 renLanq perubahan
Kedua Atas Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 20 I4 tenranq
Pemerinraharr Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 2g Tahun 2012 Tentans
Pedoman Pelaksaaaan Undang_Undang Nomor 4E
Tahun..- 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 2Ol2 Nomor 53, tambalfian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186):

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor gO Tahun 2015tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor'20361
sebagaimana telah diubah dengan peraturan frfenteii
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun tolg tentang perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoi 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan produk Hukum Oaerah @eritaNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157):

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016
tentang. Pedoman penJ,.usutan Arsjp {Berita Negara
Republik tndonesia Tahun 2016 Nomorl787): '

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018tentang Pedoman pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 201g Nomor B 18):

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELoLAAN ARSIPAKTIF DAN ARSIP INAKTIF DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daera-h adalah pemerintah provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah di

Lingkungan pemerintah provinsi Riau.
4. Lembaga Kearsipan Daerah selanjutnya disingkat LKDadalah lembaga yang memiliki fungsi, tulas, dan

tanggung jawab di bidang pengelolaan -arsip 
s-raris dan

pemolnaan keaistpan.
5. lJ::t Nasional Republik Indonesia selanjurnya disingkat

ANRI .adalah Lembaga Kearsipan berbentuk lemb"aga
pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugis
negara dibidang kearsipan yalg berkedudukan di ibukita
negara.

6. Arsip adalah Arsip Aktif dan Arsip Inaktif.
t 

l_1"]l aktjf adalah arsip yang frekuensi penggunaannya
Ilt-rggr dan/ alau lerus menerus.

8. Arsjp inakrrf adalah arsip yang frekuensi penggunaannya
telah menurun.
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9. Arsip vital adalai arsip yarg keberadaannya merupakanpersyaratan dasar bagi keiangsungan operasional
Perangkat Daerah, tidak dapat diperbaharui dan tidak
tergantikan apabila rusak atau hilang.

10. Arsip Statis adalah arsip yarg dihasilkan oleh perangkat
Daerah karena memiliki nilai keselarahan, telah h;bis.,9,.n1:y.: dan berkeferangan dipermanenkan lal]g relah
orvefltrKast balk secara langsung maupun Ljdak Janqsunqoteh Arsip NasionaJ Repubjik Indonesja aanTaraJ
Lembaga Kearsipar Daerah.

I L Arsip terjaga.adaiah arsip negara yang berkaitan dengan
keberadaan dan keJargsungan hidup bangsa dan negira
y"rq harus dijaga keutuhan, keamanan ia.,
Keselamatannya.

12. Penciptaan arsip adalah kegiatan yang dilaksanakan
dalam rangka pengelolaan arsip dinamis rintuk menlamin
rekaman kegiatal dalam periitiwa 

""bug.i-"rr. "du.rv.sehmgga menghasilkan arsip yang autentik, utuh danlerpercaya sesuai dengan kerentuan peraluran
ren]nctang-undangan.

13. Penggunaan arsip adalah kegiatan yarg dilakukan dalam
rangka 

, 
pengeloJaan arsip dinamis unLuk menjamin

Kelersedraan arsip bagi pengguna yang berhal<.
14. Pemeliharaan arsip adalah tindakan yang dilatsar.rakan

untuk menjamin keamanal informasi jan "fisik 
arsip.

15. Peminjaman arsip adalah pemanfaatan arsip olehpengguna untuk dibaca diruang baca din/atau
digunakan sebagai bahan pembuktian.

16. Penataan berkas adalale penempatan lembar_lembar
naskai,dari suatu unit kerja kedatam suatu himpunan
sesuai dengan konteks kegiatan sehingga menjadi suatu
Derkas yang memiliki kesamaaa kegiatan, kesamaan
Jenls, atau kesamaan masalal-r.

17.Unit Pengolah adalah satuan kerja pada perangkat
Daerah.yang mempunyai tugas dan Lnggung ja;ab
mengolah semua arsip yarrg berkaitan aengin tegiatan
penciptaan arsip di lingkungannya.

18. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pe.angkat
Daerah yang mempunyai tugas din tur.rggl_,"g .j.;uldalam penyelenggaraan kearsrpan-

l9.Jadwal fel"nsi Arsip yang selanjutnya disingkal JRAadatai dattar l,ang berisi sckurang_ku ra ngnya jangka
waktu penyimpalan atau retensi, jenis 

"."ip 
j".,

keterangan yang berisi rekomendasi dntang pen;ta;;;
suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kemtrali aiau
dipemanenkan yang dipergunakan sebagai p"ao_arl
pen]4]sutan dan penyelamatan arsip.



20. Penj rsutan Arsip adalah kegraran pengurangan Jumlaharsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unitpengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak
nremilik i 

.ni 
lai .guna dan penyerahan arsip,ia iis k""pada

remoaga kearsrpan.

21. Pemindahal arsip adalah kegiatan pen,-usutan arsipdengan ca-ra memindaikan arsip inaktif dari unitpengolah perangkat Daerah ke unit kearsipan atau
memindahkan arsip inaktif yang retensinya 10 (sepuluh)
tahun atau lebih dari unit kearsipan ke lembaga
kearsipan daerah.

22. Pemusnahan arsip adalah kegiatan pen,,Llsutan arsip
dengan cara memusnahkan arsip yang tidak memilikinilai guna dan telah melampaui jangka waktu
penyimpanan.

23. Penyerahan arsip adalah kegiatan penyusutan arsip
dengan cara menyerahkan arsip statis dari perallgkal
daerah ke lembaga kearsipan daerah.

24. Dokumen pemindahal adalah arsip yang tercipta pada
saat dilaksanakai kegiatan pemindahan.

25. Dokumen pemusnahan adalah arsip yang tercipta pada
saat dilaksanakan kegiatan pemusnahan.

26. Dokumen penyerahan adalah arsip yang tercipta pada
saat dilaksanal<ar kegiatan penye.ahan arsip.

27. DafIar Arsip adalah daftar yang berisi nomor urut,
masalah, tahun arsip, jumlai dan keterangan arsip yang
akan dipindahkan, dimusnahkan, atau diserahkan.

28.Akses Arsip adalah ketersedian arsip sebagai hasil dari
kewenangan hukum dan otorisasi iegal serta keberadaan
sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan
pemanfaatan arsip.

29. Penilaiai arsip adalah kegiatar menganalisis informasi
terhadap sekelompok arsip untuk menentukan nilai guna
dan jangka simpan arsip ditinjau dari kaidah hukum dan
kepentingan operasional instansi pencipta.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur dimaksudkan untuk menjamin
ketersediaal arsip yang autentik dan terpercaya dalam
penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas
kinerja dan alat bukti yang sah.

pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman
pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah.



BAB III
ASAS PENGELOLAAN

Pasal 4

Pengelolaan arsip dilaksanalan berdasarkan asas sentralisasi
dalam kebijakan dan desentralisasi dalarn pelaksanaan.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Pengelolaan Arsip meliputi:
a nch.iniaan .r<ih

b. penggunaan arsip;

c. pemeliharaan arsip; dan

d. penjrusutan arsip.

BAB V
PENCIPTAAN ARSIP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Penciptaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf a meliputi kegiatan:

a. pembuatan arsip; dan

b. penerimaan arsip.

{2) Pembuatan dan penerimaan arsip sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) dilaksanakal berdasarkan tata naskah
dinas, klasifikasi arsip, darr sistem klasifikasi keamanar
serta akses aisip.

Bagian Kedua
Pembuatan Arsip

Pasal 7

(1) Pembuatan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf a harus diregistrasi.

(2) Arsip yang sudah diregistrasi didistribusikan kepada
pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu,
lengkap, serta aman.

{3) Pendistribusian arsip sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diikuri dengan tindakar pengendalian.
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Baglan Ketiga
penerimaan Arsip

pasal g

(l) Penerimaan arsip sebagaimana dimal<sud dalam pasal 6ayat (i) huruf b dianggap sah serelJ or:,iriln""T.ipetugas atau pihak yang bernax menerima
{rt l::::T..T. arsip sebagaimana dimaksud pada ayar {l)nafus duegistrasi oleh pihak yarrg menerima_
{3) Arsip yang diterima sebasaix

oo i 

" 
t i u u:i i."" r Jp; ;'"#i-S j#,*" TrffiX" :r.X_f ]undakan pengendalian.

pasal 9

(t) 
5:^Tt1,l:"::rasi da.lam pembuatan dan penedmaanarslp harus didokumentasikan oleh unit p";;;hh';;unit kearsipan.

{2) Unit pengolah dan unit kearsipan wajib memelihara danmenyimpan dokumentasi pemuuatan a""-p""".11#
arsrD.

pasal I O

Pembuatan dan penerimaan
autentisitasnya berdasarkan *rl 

""Til? o,lffs diiasa

H[ i:::'i*rfffggung 
jawab terhadap autentisitas

BAB VI
PENGGUNAAI ARSIP

pasal 11

(l) Pengquraan arsip sebagaimaia dirnalsud dalam pasal 5nurut b diperuntukJ<ar bagi kepentingan pemerintahan
dan masyarakat.

{1}

(21

{2) Ketersediaan dan autentisitas arsip menjadi tanggungjawab Peralgkat Daerah.

(3) Pimpinan unit pengolah
ketersediaan, pengolahan,
akil

bertanggung jawab terhadap
penyajian arcip vital dan arsip

{4) Pimpinan unic kearsipan bertanggung jawab terhadap
Kerersedean, pengoiahar dan penyajian arsip inak#
untuk kepentingat penggunaan internal dan t<epentinganpublik.

{5) Ketersediaal arsip untuk kepentingal al<ses, dapatdilakukan alih rnedia.
pasal 12

Pengsulgan_.1rsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 1ayat [1] dila]sarakan berdasarkaa 
"iste_ f.t"si*J

keamanan dan akses arsio.
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BAB VII
PEMELIHARAAN ARSIP

Pasal 13

Pemeliharaan arsip sebagaimala dimaksud dalam Pasal 5
huruf c bertujuan untuk:

a. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan
oleh Perangkat Daerah;

b. menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan dan
keselamatan arsip; dan

c. menjamin ketersediaan informasi arsip.

Pasal 14

(1) Untuk menjamin terciptanya arsip sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 13 huruf a dilakukan dengan
menentukan arsip yang harus diciptakan dan disimpan
sebagai pelaksanaan fungsi dan kegiatan Perangkat
Daerah pada tahap perencanaan pemberkasan arsip.

(2) Untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan dan
keselamatan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf b dilakukan upaya sebagai be.ikut:
a. memastikan arsip yang tercipta atau yang akan tercipta

diberkaskan sesuai dengall kJasifikasi arsip:

b. memastikar arsip yang diberkaskan lengkap sebagai
suatu keutuhan kegiatan dan tidak mengalami
perr.rbahan secara fisik dan informasinya sampai
dengan tahap penl'usutal;

c. memastikan arsip yang diberkaskan memiliki kode
klasifikasi yang tepat dan disimpan sesuai dengan
klasifikasi arsip;

d. memastikan penggunaan sistem klasifikasi keamanan
dan akses arsip secara konsisten; dan

e. memastikan arsip ditata dan disimpan dengan
menggunakan prasarana dan sarana kearsipan sesuai
ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(3) Untuk menjamin ketersediaan informasi arsip
sebagaimala dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan
upaya memastikan ketersediaan daftar arsip aktif yang
disusun oleh unit pengolah dan disampaikan kepada unit
kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan
Pen rnriano r rnrlanoon

Pasal 15

Pemeliharaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
melalui kegiatar:

a. pemberkasan arsip aktil
b. penataan arsip inaktif;
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c. penyimpanan arsip; dan
d. alih media arsip.

Bagian Kesatu
Pemberkasan Arsip Aktif

Pasal 16

(1) Pemberkasan arsip aktif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 huruf a dilakukan terhadap arsip yang dibuat
dan diterima.

(2) Pemberkasan arsip aktif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan klasifikasi arsip.

(3) Pemberkasan arsip aktif dilakukan untuk menghasilkan
tertatanya fisik dan informasi arsip serta tersusunnya
daftar arsip aktif.

(4) Pemberkasan arsip aktif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilatsanakar secara desentraiisasi di unit
pengolah pada eselon IV.

(5) Pemberkasan arsip aktif sebagaimala dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. pemeriksaan berkas;

b. penentuan kode dan indeks;

c. pembuatan kartu tunjuk silang apabila diperlukan;
d. pelabelan; dan

e. pen1rusunan daftar arsip aktil
(6) Daftar arsip aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terdiri atas daftar berkas dal daftar isi berkas.

(7) Daftar berkas sebagaimana dimalsud pada ayat (6)
seku rang kurangnya memuat:

a. unit pengolah;

b. nomor berkas;

c. kode klasifikasi;

d. uraian informasi berkas;

e. kurun waktu;

I jumlah; dal
g. keterangan.

(B) Daltar isi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
sekurang-kurangnya memuat:

a. nolnor berkas;

h n6n^r ircm 'rein.
c. kode klasifikasi;

d. uraian informasi arsip;

e. mrggat;

I jumlah; dan



{e)

(1)

(:2)

g. keterangan.

Unit pengolah menyampaikan
unit kearsipan paling lama
pelaksanaan kegiatan.

daftar arsip aktif kepada
6 (enam) bulan setelai

Pasal 17

Pemberkasan arsip aktif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 terdiri atas:

a. pemberkasan arsip korespondensi; dan
b. pemberkasan arsip non korespondensi.
Pemberkasan arsip korespondensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilal<sanakan dengan
memperhatikan :

a. kode klasifikasi;

b.jenis kegiatan sehingga membentuk satu kesatuan
informasi yang utuh dal lengkap dari awal sampai
akhir;

c. berdasarkan permasalahan yang sama; dan

d. pemberian indeks berkas.

{3) Pemberkasan arsip non korespondensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurrf b dilakukan dengan cara
sebagai berikut :

a. diberkaskar berdasarkan abjad, nomor, tanggal atau
sistem yang telah ditentukan sesuai dengan jenis dan
fungsi arsip; dan

b. berkas produk hukum ditata berdasarkan jenis secara
kronologis.

Pasal 18

Teknis pemberkasan arsip aktif sebagairnana dimal<sud
dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran dan merupatan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan cubernur ini.

Bagian Kedua
Penataan Arsip Inaktif

Pasal 19

(1) Penataan arsip inaktif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 huruf b dilakukan oleh unit kearsipar-r Perangkat
Daerah dan LKD berdasarkal asas asal usul dan asas
aturan asli.

(2) Penataan arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk menjaga arsip dapat meiekat
pada konteks penciptaannya, tetap terkelola dalam satu
Perangkat Daerah (provenance), dan tidak dicampur
dengan arsip lang berasal dari Perangkat Daerah iatn.

(3) Penataan arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
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a. pengaturan fisik arsip inaltif;
b. pengolahaa informasi arsip inaktif; dan
c. penyusunan daftar arsip inaktif.

paragraf Ipengaturan Fisik Arstp Inaktif
pasal 2O

(1) Pen€aturan. fisik arsip inakLif sebagaimana dimaksuddaiam pasat 19 ayar (3J hurul a dilak"sanJai JtJ;';;
I:A"'O,T_,9F*ai kegiaran pemeriksaan ,iarl ;;fik ;;arstp 

, 
rnaj<Lif yang dipindahkan untuk memastika;Kerengkapan arsip inaktif. kesesuaian fi 

",,k 
.;ip-;nffi

fle*ffi 
daftar arsip inaktif serta peny"""";;;iL;;;;

(2) Pengaturan fisik arsip inaktil dilakukan dengan kegiafan:
a. penataan arsip inaktif dalam boks;
b. penomoral boks dal pelabelan; dan

pada tempat

(3) Penataan arsip inakdf dalam boks sebagaimanadirnalsud pada ayar (21 hurur a rerdiri atas:
a. penataan arsip inaktif dikelompokkan berdasarkai

media simpan dal sararea penyi-paaurrry"; a-"*'*'
b. menemparkan arsip inaktif pada boks dengan tetaD

mem pe rtahan kan penataan arsip kedka misin atEi(aturan asli) dan asaj usul, 
""rtu 

*"""-p"tt 
" 

l.rr.'ditunjuk silang apabila diperlukan.
{4} Penomoran boks dal pelabelan sebagajmana dimaksudpada ayat {2) h urut b terdiri atas :

a. membuat label boks dengan mencantumka:r lokasislmpan, nomor boks dali nomor folder secara
konsisten; dan

b. pemberian nomor boks dilakukan sesuai urutarr
nomot.

(5) Perrgaturan penempatan boks pada tempat penyimpanan
sebagaimana .dimaksud pada ayal (i) ; ";i ;
oeroasarkan pnnsip asal usul.

pa,ragtaf 2
Pengolahan Informasi Arsip Inaktif

pasal 21

P5"S9t"tt- . - 
irformasi arsip inaL-rif sebagaimala

drmaksud dalam pasat t9 ayat (3) huruf b diLkukan
untuk menghasilkan daftal informasj tematik yang paling
sedikir _memuat judul, perangkat Oaeral. uiaiair'hasi
pengolahan dan kurun waktu.
Pengolahan informasi arsip inaktif dilakukan untuk

c. pengaturan penempatan boks
penjnmpanan.

tll

(21
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menyediakan bahan lavanan informasi publik dankepentingan intemal per
mengideritinkasi il #tffiX,"JH*",1.;r# ;fl;dalam_ satu keutuhan informasi u"ra""-f.u" **il'l"?i#
1.ang dikelola di unit keaJaipan.

paragraf g
penyusqnan Daftar Arsip Inaktif

pasal22

(1) Penyusunar daftar arsip inaktif sebagaimana dimaksuddalam Pasal l9 ayal (3) huruf 
" _"rj":;';;;;;;;;unlt kea-{sipan berdasark

oipin aarr rrari aari ir"n;;;;S;:t'- arsi p i nal<tir va,' g

{2) Unit kearsipan. mengolatr daftar arsip inaktif denqanmenambahkan informasi nomor definitif f.fa", 0", 
^Uif..

yang diuru*an sesuai dengan dalabase dafta,r arsiDinakdf masing-masing peranglat naeJ. --

[3) Pembaharuan daftar a,rsip inaktif dilakukar setiap teriadipemrndai.rn. pemusnahan dal penyerahan arsip inaftitpaling sedikit satu tahun sekali.
{4} Penl'usunan daftar. arsip inali:tif rnemuat informasi

rentang;

a. Perangkat Daerah inalrtif;
b. unit pengolah;

c. nomor arsip inaktif;
d. kode ldasifikasi;

e. uraian informasi arsip inaktif lberkas;
f. kurun waktu;
g. jumlah;

h. tingkatperkembangan;
i. keterangan;
j. nomor definitif folder dan boks;
k. Iokasi simpan;

l. jangka simpan dan nasib akhir; dan
m. kategori arsip inaktif.

{51 DaJtar.arsip inal<rif digunakan sebagai sarana penemuarl
Kem oant arslp dan saraia pengendalian arsip inaktif.

pasal 20

Perangkat Daerah membuat daftar arsip aktif dan daftar
arsip inaktif berdasarkan 2 (dua) kategori, yaitu arsip tel.aga
dan arslp umum.
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Bagian Ketiga
Penyimpanan Arsip

Pasal 24

Penyimpanaa arsip dilakukan terhadap arsip aktif dan
arsip inaktif.
Penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah.

Penyimpanan arsip aktif dilat<ukan terhadap arsip aktif
yang sudai didaJtar dalam daftar arsip aktif.

pasal 25

Dalam hal arsip aktif yang disimpan unit pengoiah telah
melewati retensi arsip aktif dan memasuki retensi inaktif
berdasarkan JRA, unit pengolah harus melaksanakan
pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit
kearsipan.

Pelaksanaarr pemindahan arsip inaktif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
penandatanganan berita acara dan melampirkan daftar
arsip inaktif yang akan dipindahkan.

Berita acara darl daftar arsip inaktif yang dipindahkan
sebagaimana dimatsud pada ayat {2) ditandatangani oleh
pimpinan unit pengolah dan pimpinaa unit kearsipan
pada setiap Perangkat Daerah.

Teknis pemindahan arsip inaktil dari unit pengolah ke
unlt kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 26

Penyimparan arsip inaktif dilakukan berdasarkan
prinsip asal usul dan prinsip aturan asli.

Penyimpanan arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk menjaga arsip dapat melekat
pada konteks penciptaannya, tetap terkelola dalam satu
Perangkat Daerah dan tidal< dicampur dengan arsip yang
berasai dari Perangkal Daerah lain.
Penyimpanan arsip inaktif menjadi tanggung jawab
kepala unit kearsipan.

Unit kearsipaa pada Perangkat Daerah menyimpan arsip
inaktif dari unit pengolai yang retensinya kurang dari 10
(sepuluh) tahun.

LKD sebagai pusat
arsip inaktif yang
lebih.

arsip Pemerintah Daerah menyimpan
retensinya 10 (sepuluh) tairun atau

(1)

(2)

{3}

(4)

(1)

(2)

(3)

14)

(s)



Bagian Keempat
Alih Media Arsip

Pasal 27

{1) Alih media arsip sebagaimana dimal<sud dalam pasal 15
hun-f d dilaksanakan sesuai kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi berdasarkai ketentuan
peraturan Perundaag-undalgan.

(2) Dalam melakukan alih media arsip pimpinar masing-
masing Perangkat Daerah menetapkan kebijakan alih
media arsip.

(3) Alih media arsip dilaksanakan dengan memperhatikan
kondisi arsip dan nilai informasi.

{4) Arsip yang dialihmediakan tetap disimpar untuk
kepentingan hukum berdasarkan ketentuan peraturan
Perundang-undangan.

(5) Alih media arsip diautentikasi oleh pimpinan Perangkat
Daerah dengan memberikan tanda tertentu yang
dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan arsip hasii alih
media.

(6) Pelaksanaan alih media arsip dilakukan dengan membuat
berita acara yang disertai dengan daftar arsip yang dialih
mediakan.

{7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat {6)
sekurang-kurangnya memuat:

a. waktu pelaksanaan;

b. tempat pelaksanaan;

c. jenis media;

d. jumlah arsip;

e. keterangan proses alih media yang dilakukan;
f. pelaksana; dan
g. penandatangan oleh pimpinan unit pengolal dan/atau

unit kearsipan.

{8) Daftar arsip yang dialih mediakan sebagaimana dimaksud
pada ayal (6) sekurang-kurargnya memual:

a. unit pengoiah;

D, nomor urllt;
c. jenis arsip;

d. jumlah arsip;

e. kumn waktu; dan

f. keterangan.

(10) Pelaksanaan allh media arsip ditetapkan oleh pimpinan
Peiangkat Daerah.

(11) Arsip hasil alih media dan hasil cetaknya merupakan alat
bukti yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan.
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BAB VIII
PENYT'SUTAN ARSIP

pasal 28

Pen,.usutan Arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
huruf d meliputi kegiatan, sebagai berikut:
a. pemindahan Arsip Inaktif;
b. pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak

memiliki nilai guna dilaksanakan dengan mempedomani
ketentuan Peraturan Perundang undangan; dan

c. penyerahan Arsip Statis oleh perangkat Daerah kepada
LKD.

pasal 29

Pemindahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 huruf a sebagai berikut
a. pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi di

bawah 10 (sepuluh) tahun dilakukan dari unit
pengolah ke unit kearsipan di lingkungan perangkat
D aerah; dan

b. pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dilakukan dari
pencipta arsip dilingkungan Perangkat Daerah ke
LKD.

Pasal 3O

(i) Pemindaha:.r arsip inaktif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 dilaksanakan dengar memperhatikan bentuk
dan media arsip inaktif.

(2) Pemindahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan, sebagai
berikut:

a. penyeleksian arsip inaktif;
b. pembuatan daftar arsip inaktif yang akan

c. penataan arsip inaktif yang akan dipindahkan.

Pasal 31

(1) Pemindahar arsip inaktif dari unit pengolah ke unit
kearsipan menjadi tanggungjawab Kepala unit pengolah.

(2) Pelaksanaan pemindahan arsip inaktif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuat berita acara dan daftar
arsip inaktif yang dipindaikan.

(3) Berita acara dan daftar arsip inaktif yang dipindahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh
kepala unit pengolah dan kepala unit kearsipan.

(4) Berita acara sebagaimara dimaksud pada ayat (3) wajib
disimpan oleh unit kearsipan dan unit pengolah sebagai
arsip vital.



pasal 32

[1] Pemindahan arsip inaktif dari unit keaxsipan perangkat

faeraf ke LKD menjadi tatggungjawab t"irf" e"r."if."i
Daerah-

(2) Pelal<sanaan pemindahan arsjp inal.tif sebaqaimana
dimat<sud pada ayar {1) dibuaikan U.riL" a.'il J"ioa;tar arsrp yang dipildahkarr.

(3) Berita acara darr daftar arsip inaktif yang dipindahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat lZt dit 

"]a" 
t"'rJ""i.f.n

kepala perangkat Daerah dan kepala LKD.

t+) f91ta acala sebagaimara dimaksud pada ayat {3) wajibdisimpan oleh unir kearsipan perangkat Oaeiaf, aan UiO
sebagal arsip vital.

pasal g3

{1} Pemusnahar arsip sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 hlruf b menjadi tanggung jawab pimpinan
Perangkat Daeratr.

(2| Pemusnalran 
-a-rsip 

sebagaimana dimaksud pada ayat (ll
ouaKuKan terhadaD afsiD:

a. tida-h memiliki nilai guna,

b. telah habis retensinya dan berketerangan
dimusnahkan berdasarkan JRA;

c. tidat ada peraturan perundang,undangan yang
melaralg; dan

d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu
perkara.

(3) Dalam ha1 arcip belum memenuhi semua ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat {2), retensinya
ditentukan kembali oleh pimpinan peralgkat Daerah.

Pasal 34

Prosedur pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam
Pasai J3 ayat (2) sebagai berikut:

a. pembentukan panitia penilai arsip:
b. penyeleksial arsip;
c. pembuatan da,ftar arsip usul musna]t oleh arsiparis dal.I

atau pengelola arsip di unit kearsipan:
d. penilaian oleh panitia penilai arsip;
e. permintaan persetujuan dari pimpinan Perangkat Daerah;
f. penetapal arsip yalg akan dimusnahkan; dan
g. pelaksanaaan pemusnahan.

Pasal 35

Pembentukan panitia penilai arsip sebagaimana dimaksud
daiam Pasal 34 hurufa meliputi:
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a. pembentukan panitia penilai arsip ditetapkan olehprmpinan perangkat Daeran;
b. panitia penilai arsip berjumlah gasal;

" lii]l* penilai arsip sekurang-ku.angnya memenuhiunsur;

1. pimpinan Unit Kears.anggota; tpan sebagai ketua merangkap

2. pimpinan Unit pengolah yang arsipnya akandimusnahkan sebagar anggota; dal
3. Arsiparis sebagai anggora.

d. paniLia penilai arsip pemerintah Daerah lang memiljkireiensj dibawah lO (sepulunJ tahun terdirj darj:t ::fffT-yln Kearsipan pada tiap perangkat daerahseoagal ketua merangkap anggota;
, llllli . Unit , pengolai yang arsipnya akandtmusnahkan sebagai arlggota; dan
3. Arsiparis sebagai anggota.

e. pantti1 penilai arsip pemerintah Daerah yang memilikiretensi sekurang- kurar.rgnya lo (s"puluhi ;f,u;-;;;;i

1. pimpinan LKD sebagai ketua merangkap anggota;
2. gimpinan. perangkat daerah yang arsipnya akandrmusnahkan sebagai alggota; dari
3. Arsiparis sebagai anggota.

I dalam ha1 pencipta Arsip betum memiliki ArsiDaris.anggota dapat digintikan i,t.r-' p"g._.il"rg ;"ririir?;tugas dan tanggungjawab di bidang pengelofi"r, .riif.', --
g. tugas^ panitia penilai arsip sebagaimana dimaksud padahuruf a sebagai berikut :

1. menilai€rsip inaktif yang al<an dipindahkan dari unitpengolah ke unit kearsjpun pe.ungkar daerrtmaupun arsip inaj<lif yang akan dipindahkan dariunil kearslpan perangkat daerah ke LXD;
2. menilai arsip sraris yang al<an diserahkall ke LKDqan menttar arsjp yang akan dimusnahkan; dan
3. membuat surat pertimbangan pemusnahan danpenyerahan arsip kepada kepala perangkaL daerah

aengan metampirkan daflar arsip hasil penilaian dan
notulen rapat panitia penilai Arsip (ppA).

pasal 36

Penleleksian arsip sebagaimana dimal<sud dalam pasal J4nurut b meLrputi:

a. penJeleksian arsip dilakukan oleh paniria penilai arsiomelalui JRA dengan cara melihar pada f."f.- ..i."j
inaktif dan pada kolom keterangan dinyatakan musnah;--
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b. dalam hal retensi inaklifnya telah habis atau
terlampaui darr pada kolom keterangan dhyata1<an
musnah, ma]<a ar.sip tersebut dapat dikategorikan
sebagai arcip usul musnah; dan

". q4* ha.l Pencipta Arsip belum memiliki JRA,d{am melaksanakan pemusnahan arsip mengikud
tahapan prosedur pemusnahan arsip setelJ menLpat
percetujuan Kepala LKD.

pasal 32

Pembuatan daftar arsip usul musnah oleh Arsiparis dan atau
pengelola arsip di unit kearsipan sebagaimana dimaksud
dalam Pasai 34 hurulc melipurj:
a. hasil penyeleksian arsip dituangkan dalam dafta, arsip

usul musnah; dan

b. daftar a-rsip usul musnah sekurang-kurangnya memuat:
1. nomor;

2. jenis arsip;

3. tahun;
4. jumlah;

5. tingkat perkembangan; dan
6. keterangan.

Pasal 38

Penilaian oleh pareitia penilai arsip sebagaimana dimalsud
dalam Pasal 34 huruf d meliputi:

a. panitia penilai melakukan penilaian terhadap daftar
arsip usul musnah dengan melakukan verifikasi secar.a
langsung terhadap fisik arsip; dan

b. hasil penilaian ditualgkan dalam pertimbangan tertu[s
oleh panitia penilaj arsip.

Pasal 39

Permintaan persetujuan dari pimpinan Perangkat Daerah
sebagaimala dimalsud dalam Pasal 34 huruf e meliputi:
a. persetujuan/pertimbangan pemusnahan arsip terdiri daii:

1. pemusnahan arsip dilingkungan pemerinta,h daerah
yang memiliki retensi sekurang-kurangnya
10 (sepuluh) tahun haJus mendapatkan persetujuan
tertulis dari Kepala LKD;

2. pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daeral
yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun
trarus mendapatkan persetujuan tertulis dari
Gubernur;

b. dalam ha1 pemusnahan arsip talpa JRA harus
mendapatkan persetujuan dari Kepala LKD tanpa
membedakan retensinya.
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proses permohonan persetujuan/pe.timbangan
pemusnahan arsip harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

l.menyampaikan surat permohonan persetujuan/
pertimbangar dari pimpinan Perangkat Daerah kepada
Kepala LKD/cubernur.

2. menyampaikan daJtar arsip usul musnah berupa
salinan cetak dafl salinan elektronik.

3. menyampaikan surat pertimbangan oleh panitia penilai
arslp.

Pasal 40

Penetapan arsip yalg akan dimusnahkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 huruf f merupakan penetapan
pimpinan Perangkat Daerah terhadap arsip yang akan
dimusnahkan dengan mengacu pada persetujuan tertulis
dari Kepala LKD/Gubernur dan pertimbangan tertulis dari
panitia penilai arsip.

Pasal 4l
(1) Pelaksanaaan pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34 humf g memperhatikan ketentuan
sebagai berikut:

a. dilakukan secara total sehingga fisik dan informasi
arsip musnah dan tidat dapat dikenali;

b. disal<sikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) pejabat
dari Biro Hukum dan Inspektorat; dan

c. berita acara pemusnahan arsip beserta daftar arsip
usul musnah dibuat rangkap 2 (dua), dan
ditandatangani oleh pimpinan Unit Kearsipal,
pimpinan Unit Pengolah yang arsipnya akan
dimusnahkan, dan disaksikan sekuralg-kurangnya
dari Biro Hukum dan Inspektorat.

Pemusnahan arsip dapat dilakukan dengan cara, antara
lain:

a. pencacahan.

b. penggunaan bahan kimia.

c. pulpng.

Daiam pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip yang
q'ajib disimpan oleh Perangkat Daerah, meliputi:

a. keputusan pembentukan panitia pemusnahan arsip;

b. notulen rapat panitia penilai pemusnahan arsip pada
saat melakukan penilaian;

c. surat pertimbangan dari panitia penilai kepada
pimpinan Perangkat Daerah yang menyatakan
bahwa arsip yang diusulkan musnah dan telah
memenuhi syarat untuk dimusnahkan;

(2)

{3)
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d. surat persetujuan pemusnaian arsip dari
Kepala LKD untuk pemusnahan arsip yang
memiliki retensi sekurang-kurangnya l0tahun;

e. keputusan pimpinan perangkat Daerah tentang
penetapan pelaksanaan pemusnahan arsip;

f. berita acara pemusnahan arsip;
g. daftar arsip yang dimusnahkan.

pasal 42

Penyerahan Arsip Statis oleh Perangkat Daerah kepada LKD
dilakukar.r terhadap arsip yar.rg:

a. memiliki nilai guna kesejarahan;

b. telah habis retensinya; dan/atau
c.berketerangan dipermanenkan sesuai JRA perangkat

Daerah.

Pasal 43

Prosedur penyerahan Arsip Statis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 dilaksanakan sebagai berikut:
a. penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah oleh

arsiparis/pengelola arsip di unit kearsipan;

b. penilaian oleh parritia penilai arsip terhadap arsip usul
serah;

c. pemberitahuan akan menyerahkan Arsip Statis oleh
pimpinan Perangkat Daerah kepada kepala LKD disertai
dengan peayataan dari pimpinan Peralgkat Daerah
bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh,
dan dapat digunakan;

d. verifikasi dan persetujuan dari kepala LKD;

e. penetapan arsip yang akan diserahkan oleh pimpinan
Perangkat Daerah; dan

f. pelaksanaaan serah terima arsip oleh pimpinan
Perangkat Daerah kepada kepala LKD dengan disertai
berita acara dan daJta r Arsin akan
diseraikan.

Pasal 44

(1) Penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah oleh
arsiparis/pengelola arsip di unit kearsipal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi:

a. penyeleksian arsip statis dilakukan melalui JRA
dengan cara melihat pada kolom retensi inaktil dan
pada kolom keterangar-r yarlg dinyatakan permanen;

b. dalam hal retensi inaktifnya telah habis atau
terlampaui dan pada kolom keterangan dinyatakan
pe.rnanen, maka arsip tersebut telah memasuki masa
arsip usul serah;
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c. hasil penyeleksian arsip dituangkan dalam daftar arsip
usul serai yang sekurang-kurangnya berisi:
a. nomor;

b. kode klasilikasi;

c. uraian informasi arsip;
d. kurun waktu;

e. ;umlah arsip; dan

I keterangan.

Penilaian oleh panitia penilai arsip terhadap arsip
usul serah sebagaimana dimaksud daiam pasal 43 huruf
b meliputi:

a. panitia penilai arsip melakukal penilaiar terhadap
daftar arsip usul serah dengan melakukan verifikasi
secara langsung terhadap fisik arsip; dan

b. hasil penilaian dituangkan dalam pertimbangan
terrulis oleh paniria penilai arsip.

Pemberitahuan akan menyeraikan Arsip Statis oleh
pimpinan Perangkat Daerah kepada kepala LKD
disertai dengan pernyataan dari pimpinan perangkat
Daerah bahwa arsip yang diseraikan autentik,
terpercaya, utuh, dan dapat digunakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 huruf c meliputi:
a. pemberitahuan akan menyerahkan arsip statis

oleh pimpinan Perangkat Daerah kepada kepala
LKD disertai dengan pernyataan dari pimpinan
Perangkat Daerah bahwa arsip yang diserahkan
autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan.

b. proses pemberitahuan penyerahan arsip statis
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. menyampaikan surat permohonai penyeralran

arsip statis dari pimpinan Perangkat Daerah
kepada kepala LKD;

2. menyampaikan daftar arsip usul serah; dan

3. menyampaikan surat pertimbangan oleh panitia
penilai arsip.

Verifikasi dan persetujuan dari kepala LKD meliputi:
a. Kepala LKD melakukan verifikasi daftar arsip usul

serah berdasarkan perrnohonan penyerahan arsip
slatis da ri Perangkar Daerah

b. Kepala LKD dapat memberikan rekomendasi atas hasil
verifikasi daftar arsip usul serah terhadap arsip yang
diterima atau ditolal< kepada Perangkat Daerai; dan

c. Kepala LKD memberikar-r persetujual atas dafta. arsip
usul serah dari Perangkat Daerah.

Penetapan arsip yang akan disefahkan oleh pimpinan
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal

(s)

\4)

(s)
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43 huruf e merupakan penetapan terhadap arsip yang
al<an diserahkar kepada LKD d"rrgarr mempeio-anI
persetujuan dari Kepala LKD.

Serah terima arsip oleh pimpinan perangkat Daerah
kepada kepala LKD disertai bedta acara dan daftar arsio
yang akan diserah kan meliputi:
a. Pimpinal Perangkat Daerah menReluarkal

penetapan terhadap arsi p yang akan diserahkan
pada LKD dengal mempedomani persetujuan dari
Kepala LKD.

b. Format bedta acara sebagai berikut:
1. kepala, memuat 1ogo, judui, dan Lrarll

ranggal/tahun. tempat pelaksanaan
penandatarlganan, nama dan jabatan para pihak
yang membuat berita acara;

2. batang tubuh, memuat kegiatan yang
dilaksanatan, termasuk bilamana ada klausul
pe4anjian antara kedua pihak khususnya
mengenai hak al<ses Arsip Statis; dan

3. kaki, memuat nama jabatan dan pejabat atau
pihak yang dikuasakan olehnya, serta tanda
tangan para pihak yarlg mela-kukan
penandatanganan naskah berita acara.

BAB D(
SI'MBER DAYA MANUSIA

Pasal 45

Perangkat Daerah harus memiLiki arciparis sesuai
kebutuhan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundans-
undangan.

Keselamatal ke{a bagi sumber daya manusia kearcipan
menjadi tanggung jawab masing-masing Peralgkat
Daerah.

Pengelola arsip harus memiliki kompetensi teknis
kearsipan.

{1)

{2)

(3)

BAB X
PRASARANA DAN SARANA

Pasal 46

Perangkat Daerah darl LKD menyediakan prasarana dan
sarana kearsipan sesuai dengan standar keajsipan untuk
pengelolaan arsip yang meliputi lokasi, kontruksi, tata ruang
gedung, ruangan penyimpanan arcip dan spesifikasi peralatan
pengelolaan aNip.
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BAB XI
PENDANAAN

pasal 47

Perangkat Daerah dan LKD menganggarkan kebutuhan
orasara na dan sarana kearsipan.
Pengalggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Riau.

BAB XII
PELAPORAN

pasal 48

Kepala Perangkat Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun melaporkan pelaksanaan pengelolaan
arsip kepada Gubernur.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka
Peraturan Gubernur Riau Nomor 110 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita Daerah Provinsi Riau
Nomor 110 Tahun 2016) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 5O

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orarg dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundanga-r] Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalan Berita Daerah Provinsi Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
n^r',^ .,.nao^I 

GUBERNUR RIAU,

Diundangkan Pekanbar-u
pada tanggal 
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVTNST RIAU,

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR 
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LAMPIRAN :PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR :  TAHUN 2019
TANGGAL:

TEKNIS PEMBERKASAN ARSIP AKTIF

Pemberkasan dibedakan antara berkas korespondensi dan berkas non
korespondensi termasuk berkas produk hukum. pemberkasan dilaksanakan
oleh pengadministrasi umum atau pengelola arsip atau petugas arsip pada
eselon terendah di Unit Pengolah, dan Arsiparis.

A. Pemberkasan korespondensi

Pemberkasan dilaksanakan apabila surat sudah selesai ditindaldaniuti
dengan taiapan sebagai berikut:

1. Meneliti/memeriksa arsip atau berkas
Meneliti dan memeriksa arsip adalah kegiatan untuk mengidentifikasi
apakah arsip tersebut ada kaitannya dengan tugas dan fungsi atau
kegiatan yang diiakukar.r oleh unit pengolah, apakah sudah ada filenya
atau belum.

a. Apabila arsip tersebut merupatar-r produk dari kegiatan yang sesual
dengan tugas pokok dan fungsinya maka arsip-arsip tersebut
digabungkan menjadi satu berkas berdasarkan nama kegiatan.
Contoh :

Salah satu tugas Bidang Pembinaar.r dai Pelayanan Arsip DIPERSIP
Provinsi Riau adalah melaksanakan Bimbingan Teknis Kearsipan.
Arsip yang teicipta pertama kali dalam kegiatan tersebut adalah
Proposal, undangan rapat, notulen rapat, permohonan peserta,
permohonan narasumber, permohonan tempat pelaksanaan, dan
seterusnya. Berkas tersebut diberi kode klasifikasi O45 dengan
indeks berkas Bimbingan Kearsipan. Dari kegiatan tersebut
kemudian ada surat masuk tentang pengiriman peserta dari Dinas
Sosial yang telah selesai ditindaklanjuti, mata pengadministrasi
umum cukup memasukan arsip tersebut ke dalam file yang
berindeks "Bimbingan Kearsipan". Begitu pula dengan arsip lainnya
selama masih terkait dengan kegiatan tersebut seperti laporan
kegiatan Bimbingan Kearsipan, buku kenangan peserta, daftar hadir,
jadwal, pengiriman nara sumber, ijin kunjungal, ucapan tenma
kasih, dan sebagainya maka tetap dijadikan satu ke dalam lile yang
berindeks "Bimbingan Kearsipan.

Apabila petugas administrasi umum menerima arsip dari pimpinan
dalam bentuk berkas yang belum beridentitas maka terlebih dulu
harus diperiksa apakah lampirannya sesuai dengan medianya (foto,
gambar-gambar teknik, buku, kaset dan lainnya) apabila
dimungkinkan arsip iersebut dapat dipisahkan tempat
penyimpanannya untuk menghubungkan arsip dan iampiran yang
dipisahkan dibuatkan kartu tunjuk silang. Selanjutnya diberi indeks
dan kode klasifikasi.

Admin
Typewritten text
45

Admin
Typewritten text
20 September 2019



Indeks

b. Untuk arsip yang tidat terkait dengan tugas dan fungsi, misalnya
Dinas Perpustakaai dan Kearsipan provinsi Riau menerima surat
dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tentang pennohonan
pengajar maka arsip tersebut tidak perlu berdasar kegiatan tetapi
diberkaskan berdasar perihal/permasalahan yang sama dengan
indeks "tenaga pengajar" kode 896.

Indeks

2. Menentukan lndeks
Menentukan indeks adalah menentukan "kata tangkap" dari berkas yang
akan disimpan. lndeks harus jelas, tegas, singkat dan mudah diingat.
Secara teknis indeks terdiri atas minimal 1 kata maksimal 3 kata.
lndeks berupa kata benda atau yang dibendakan. Pada umumnya
indeks berkas diambilkan dari nama kesiatan.

Contoh :

Penlrusunan Pedoman , Piagam Penghargaan, Tenaga Pengajar.

3. Menentukan Kode
Kode klasifikasi harus dapat menjamin kecepatan dan ketepatan dalarn
penemuan kembali berkas. Pada umumnya masing-masing instansi
telah memilki kode yang terkait dengan tugas substansinya. Misalnya:

- Badan Kepegawaian Daerah balyak menggunakai kode 820-an
yaitu kode klasifikasi yang terkait dengan Mutasi.

- Dinas Kehutanan dan Lingkungal Hidup banyak menggunakan kode
525 yaitu kode klasifikasi yang terkait dengan bidang Kehutanan.

- Dinas Kesehatan banyak menggunakan kode 440-an yaitu kode
klasilikasi yang terkait dengan bidang kesehatan, dan seterusnya.

Gambar pemberkasan

berdasarkan masalah atau

kode klasifikasi

Gambar pemberkasan

berdasarkan masalah atau

kode klasifikasi



Oleh karena itu, pengadministrasi umum harus lebih mengutarnakan
kode klasifikasi yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi. Lsip yang
tidak terkait dengan tugas dan fungsi instansi digunakan kode sesuai
dengan permasalahan tersebut.

4. Pembuatan Kartu Tunjuk Silang.
Kartu tunjuk silang dibuat untuk menjaga keutuhan informasi arsip.
Fungsi Kartu tunjuk silang adalah untuk menghubungkan berkas yang
secara fisik tempat penyimpanannya terpisah, penggunannya sebagai
berikut:

a. Media/bentuk arsip berbeda, misalnya di Dinas pekerjaan Umum
sesual tugas dan fungsinya, instansi tersebut membangun jembatan.
Dalam pelaksanaan kegiatan tercipta arsip yang berupa sura!_surar,
laporan, foto, dan gambar teknik. Dengan demikian arsip_arsip
tersebut penyimpanan fisiknya tidak dapat dijadikan satu. Arsip
tekstual yang berupa surat, notuien, laporan dll disimpan dalam
folder atau map gantung darr disimpan dalam filing cabinet, Arsip foto
disimpan dalam album foto dan disimpan di dalam almari, Arsip
gambar kearsitekturan disimpan dalam almari peta. pada masrng-
masrng tempat arsip disimpan diberi kartu tunjuk silang yang
menunjukan letak/posisi arsip yang berkaitan.

b. Arsip yang dapat disimpan di dua tempat atau lebih.
Contoh:

Arsip tentang cuti bersama dalam rangka hari besar keagamaan dapat
disirnpan di file "cuti bersarna" atau di lile "hari besar keagamaan,,.
Apabila disimpan di file "cuti bersama" maka di file " hari besar
keagamaan" diberi tunjuk silang atau sebaliknya.

c. Arsip yang menggunakan indeks nama, dan nama tersebut
menggunakan ejaan lama.

Contoh:

Berkas orang yang bernama landra apabila disimpan menggunakan
sistem abjad, berkas tersebut disimpan di belakang abjad 'T-

Akan tetapi akan menyulitkan dalam pencarial karena huruf pertama
T tetapi diucapkan menjadi C. apabila disimpan di huruf C hal tsb
tidak tepat, Oleh karena itu berkas 'Iljandra disimpan dihuruf T dan
dihumf C diberi tunjuk silang dengar keterangal "lihat di huruf ?.

d. Arsip yang memiliki keterkaitan informasi dengan arcip lain.
Contoh:

Ada dua berkas arsip yang terkait dengan bencara kabut asap. Satu
berkas berisi tentang arsip pengungsi korban kabut asap. selain itu
ada arsip tentang bantuan logistik bagi pengungsi korban kabut
asap. Dalam hal ini antara file "Kabut Asap" dengan file "Logistik
Pengungsi Kabut Asap' masing-masing diberi tunjuk silang.



lndeks :

CUTI BERSAMA

Kode:

452

lsi Ringkas :

Surat Edaran Gubernur tentang cuti bersama dalam rangka Hari raya
Idul Fitri

Lihat :

IDUL FITRI

Kode :

451

Nomor urut :

L23

Catatan :

Cambar Con{oh kar{u tunjuk silang

5. Pelabelan
Adalah menuliskar indeks dan kode klasifikasi sebagai judul yang
dicantumkan dalam berkas.

6. Penyimpanan Berkas
Memasukkan arsip dalam folder dafl menyimpan dalam filing cabinet.

7. Pen]rusunan Daftar Arsip Aktif
Arsip aktif dicatat dalam daftar berkas dan daftar isi berkas. Daftar arsip
aktil diserahkan ke Unit Kearsipan 6 bulan setelah kegiatan selesai.
a. Daftar Berkas meliputi: unit pengolah, nomor berkas, kode klasifikasi,

uraian informasi, kurun waktu, jumlah, keteralgan.

Contoh Daftar Berkas

Unit Pengolah : Sub Bidang Pembinaan dan Pengembalgan Arsip

Nomor
Berkas

Kode
Klasifikasi

Uraian
Informasi

Kurun
Waktu

Jumlah Keterangan

I

2

893

893

Diklat

Kearsipan

Diklat Arsip

Masuk Desa

Juli
Desember

2018

Januari -
Desember

20ra

1

berkas

1

berkas



b. Daftar isi
klasifikasi,

Unit Pengolah

berkas meliputi: nomor berkas, nomor item arsip, kode
uraran informasi arsip, tanggal, jumlah, keterangan.

Contoh DaJtar Isi Berkas
: Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Arsip

Nomor
Berkas

Nomor
Item
Arsip

Kode
Klasifikasi

U.aian
Informasi

Arslp

TalIggal Jumlah Keterangan

I 1

2

893

893

Permohonan
Peserta
Diklat
KeaJsipan

Pengiriman
Peserta
Diklat
Kearsipan
dari Dinas
Perikanan
Provinsi
Riau

25 Juli
201.8

I Agustus

2018

2 lb

2 Ib

B. Berkas Non Korespodensi

Berkas non korespondensi adalah arsip yang tercipta karena pelalsanaan
tugas substansi OPD yang memiliki bentuk, karakter, fungsi, dan kegunaan
tertentu yang tercipta secara rutin dan terus-menerus di instansi
be.sangkutan seperti arsip kendaral bermotor di Kantor pelayanan pajak
Daerah, arsip file pasien di rumah sakit atau di panti sosial, arsip file
pegawai, arsip keuangan, dan lain lain ditata berdasar:kan abjad, nomor,
tanggal, atau sistem yang telah ditentukan. Sebagian dari arsip non
korespondensi merupakan arsip vital yang pengelolaannya diatur dalam
peraturan tersendiri.

Berkas yang bempa Pe.aturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan
Gubernur, Instruksi Gubernur, Keputusan Kepala OPD, dan lain-lain ditata
berdasarkan jenis dan diurutkal secara kronologis kecuali di Biro Hukum
disusun berdasarkan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

GUBERNUR RIAU..

SYAMSUA
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